Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 700/7 TAHUN 2014
TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42350);

5. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4449);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135

12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

14.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Gubernur ini.

Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, bertugas:

a. menerima Laporan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan
meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang
diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi
kepada pejabat/pegawai;
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melakukan Koordinasi, Konsultasi dan surat menyurat
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

menindaklanjuti atas Pemanfaatan Penerimaan Grtifikasi
tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah maupun oleh penerima;

. meminta data dan informasi kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Biro terkait pemantauan penerapan
pengendalian gratifikasi;

memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal
jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang
gratifikasi;

melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil
penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan
penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit
Pengendalian Gratifikasi,

menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan
tindalk lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola
Unit Pengendalian Gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi;

. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan

tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian
gratifikasi kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga)
bulan;

merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas
perintah  sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i kepada
Gubernur Jawa Tengah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 11 Desember 2014
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ALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepaaa Yth
Wakil Gubernur Jawa Tengah;
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
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3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah,;
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Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR  700/7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINS] JAWA TENGAH

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN DALAM
SATUAN TUGAS
1 2 3

1. | Gubernur Jawa Tengah Penanggungjawab

2. | Inspektur Provinsi Jawa Tengah Ketua

3. | Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Sekretaris

4. | Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Anggota
Provinsi Jawa Tengah

S. | Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Anggota
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

6. | Auditor/ Pejabat Pengawas Urusan Anggota
Pemerintah Daerah Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah

7. | Indraswari Kusumaningrum, SE, MSi, Akt Anggota

8. | Fauzan Tri Ikhsani, ST Anggota

9. | Dwi Yudiantari, SE Anggota

[ 10. | Widita Tunjung Sari, SE, Akt Anggota
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